
GUBERNUR. LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 21 TA]ilIJN 20.22

TENTANG

PERI'BAHAN REI{CAI{A KERJA PEMERIIYTAH DAERAH
PROVINSI LAMPI'ITG TAHUIT 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAIT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GT'BERITUR LAMPUIYG,

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan
pemerintahan di Provinsi Lampung, Peraturan Gubemur
dimaksud perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur l,ampung tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2022;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangal
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjars Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubemur
Lampung Nomor 23 Tahun 2O2l tentang Rencana Kery'a
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s71;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O20 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem
Keuangan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ll*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) seb,gaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahur, 2O79
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol7 tent-ang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
60421;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
l,aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

1 1. Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
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12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (l*mbxan Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1O);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 l4);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daeralr Tahun 2O22 (Beita. Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor496);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasidikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 1419);

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2OOS-2O25 (kmbaran
Daerah Provinsi t ampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Daerah Nomor 314);
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23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi l,ampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2O19 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Nomor
49tl;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2Ol9-2O24 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi l.ampung Nomor
12 Tahun 2O2l (l,embaran Daerah Provinsi l,ampung
Tahun 2021 Nomor l2);

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur lampung
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Keda Pemeritah
Daerah Provinsi l.ampung Tahun 2O22 (Beita. Daerah
Provinsi l,ampung Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai
berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2022 terdiri dari;
a. pendahuluan;
b. eva-luasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka

pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan;
e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
f. penutup.

2. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, ditambahkan
2 (dua) pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 38, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Buku I dan Buku II Perubahan Rencana Ke4'a
Pemerintah Daerah (RKPD) Talrun 2022

Pasal 38
(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan

penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022.

1

PERATT'RAN GT'BERIII,'R TENTANG PERUBAHAN
REIYCA.ITA KER^IA PEMERINTAII DAERAH (RI(PDI
PROVIISI LAMPT'I{G TAHT'I{ 2022.
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(21 Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan:
a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD

Tatlurr2022;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun Perubahan

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022; dan
c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan

Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paral 5

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala
Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Paral lI
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
y Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 '
GUBERNUR LAMPUITG,

ARINAL DJUNAIDI

2022

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal P - t, - 2022

SEKRETARIS DAERAII PROVITSI LAMPUNG,

?-*
FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAII PROVITSI LII.}IPTING TAHUIT 20/22 NOrM.OR.*?
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(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD

Tahun2022;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan

RKPD Kabupaten/ Kota Ta}run 2022; d,an

c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi l,ampung dalam menyusun Peraturan
Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2022.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pa:al 5
Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala
Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Paral II
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkal.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l,ampung.

Ditetapkandi Telukbetung
padatanggal 29 - 7 - 2022

GI'BERIII'R LA}IPUIIIG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 8- 8- 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVITSI LAMptIIrtc,

FAIIRIZAL DARMINTO

BERITA D PROVINSI LAMPUITG TAHUIT 2022 NOMOR 23

suai aslinya
BIRO HUKUM,

SH MH.
lua Utara Muda

ttd

NIP 9650905 199103 1 ()()4


